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BAB I

PENDAHULUAN

Latar BelakangMasalah

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri.
 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. 

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain.
 

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus operandinya.

Perkembangan teknologi ternyata tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat. Sebagai contoh, teknologi internet bisa memberikan pengaruh negatif bagi para pemakainya. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti pencemaran nama baik, pornografi, pembobolan rekening, perusakan jaringan, penyerangan melalui virus, dan termasuk perjudian online. Salah satu alat yang sering digunakan dalam perjudian online adalah handphone dan komputer, dimana handphone dipergunakan sebagai sarana komunikasi sedangkan, komputer sebagai sarana untuk bekerja, tetapi pada prinsipnya tetap sama, dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau kriminalitas.

Kemajuan teknologi komputer dan internet juga berpengaruh terhadap berkembangnya tindak pidana perjudian dengan memanfaatkan kedua sarana tersebut. Jenis tindak pidana ini, tidak mudah dihilangkan dalam masyarakat, apalagi dengan sifatnya yang lebih privasi dan tertutup, memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini.

Hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.
 

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Perjudian adalah suatu permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Praktek perjudian kendati telah dilarang, masih saja ada pelaku yang melakukannya. Bahkan media yang digunakan untuk mempertaruhkan uang semakin banyak. Mulai dari kamar hotel, pertandingan sepakbola, hingga dunia maya. Perjudian merupakan salah satu kejahatan yang tidak mudah diberantas.  Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Pola berjudi mendorong orang untuk selalu merebut kemenangan, dan menjadikan dirinya serakah serta gila kemenangan. Namun akibatnya, justru menderita kekalahan. Sedangkan dampak dari adanya perjudian tersebut bisa merangsang orang untuk berbuat kriminalitas seperti mencuri, merampok, korupsi dan melakukan macam-macam asusila lainnya.

Perjudian adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan hukum dan hal ini sudah jadi kebiasaan hampir disetiap lingkungan masyarakat. Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permissif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Sehingga yang terjadi diberbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar.

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertaruhan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung- untungan bagi yang turut bermain, dan juga meliputi segala macam pertaruhan yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya.

Dampak dari perjudian sangat merugikan bagi masyarakat dan bagi moral Bangsa. Pada dasarnya kejahatan itu mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu, selain itu pengaruh bagi anak-anak sangat besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi dilingkungannya dan akan menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukan.

Judi mempunyai gejala- gejala sebagai berikut:

Banyak waktu terbuang sia-sia.

Kemiskinan, kesengsaraan terhadap diri dan keluarga.

Bersikap tidak jujur dan selalu berhutang.

Kepentingan kerja selalu diabaikan.

Tidak menghiraukan kesehatan, makan dan minum tidak teratur.

Bersikap tamak dan menggunakan apa saja untuk kepentingannya. Selalu mengalami kerugian karena tidak dapat apa-apa dengan berjudi.

Sanggup melakukan apa saja asalkan dapat berjudi.

Kemungkinan besar pemain judi akan ditangkap dan didakwa di pengadilan

Pemain judi tidak menjadi kaya melalui perjudian.

Judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Dalam semua kasus internet gambling, para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan gambling online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada website judi tersebut. 

Kenyataannya judi telah menjadi bagian dan kebiasaan di masyarakat dan pelakunya selain masyarakat juga dilakukan oleh oknum yang anggota Polisi. Melihat fakta yang ada, penegakan hukum terhadap perjudian ini tidak maksimal para penjudi dan bandar-bandar judi tidak dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, padahal perjudian ini jelas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum di negara Indonesia. Disamping itu dalam kenyataannya dimana masyarakat tidak ada yang peduli terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi dilingkungannya, mereka memilih diam dan tidak ada perilaku hukum yang seharusnya ada dan dilakukan yaitu dengan menindak agar perjudian tersebut dapat di hilangkan dan para penjudi bisa ditangkap sesuai hukum yang berlaku. 

Perikatan yang terjadi dalam konteks judi online tidak sah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), keterlibatan dalam perjudian online merupakan pelanggaran berat yang dikenai sanksi tegas berdasarkan Peraturan Disiplin Polri, bahkan dapat dikenai sanksi pemecatan (PTDH).

KUHPerdata mengklasifikasikan perjudian sebagai perbuatan yang tidak menciptakan perikatan yang dapat dituntut secara hukum. Perikatan yang lahir dari perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat sah tersebut mencakup: 

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Suatu hal tertentu.

Suatu sebab yang halal.

Perikatan yang muncul dari aktivitas perjudian online tidak memenuhi syarat keempat, yaitu sebab yang halal. Karena perjudian dilarang oleh undang-undang, maka perikatan yang lahir darinya dianggap memiliki sebab yang tidak halal sehingga batal demi hukum. 

Pasal 1788 KUHPerdata secara eksplisit menyatakan bahwa undang-undang tidak memberikan hak untuk menuntut secara hukum atas utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan. Artinya, jika seorang anggota Polri memiliki utang karena kalah judi online, kreditur tidak dapat menuntut pembayaran utang tersebut melalui jalur hukum perdata. 

Bagi anggota Polri, keterlibatan dalam judi online tidak hanya batal secara perdata, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap disiplin dan kode etik profesi Polri. Anggota Polri diwajibkan untuk menjunjung tinggi etika kepribadian, kelembagaan, dan kemasyarakatan. Keterlibatan dalam perjudian online mencoreng nama baik institusi dan melanggar sumpah jabatan. Perbuatan ini dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. 

Pimpinan Polri telah berulang kali menegaskan akan menindak tegas setiap anggota yang terlibat judi online, bahkan hingga sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).  Selain sanksi disiplin dan etik, anggota Polri yang terlibat dalam judi online juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku, seperti Pasal 303 KUHP atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Secara hukum perdata, perikatan yang dibuat oleh anggota Polri terkait judi online adalah batal demi hukum karena memiliki sebab yang tidak sah (melanggar hukum). Konsekuensinya, utang yang timbul dari perjudian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk ditagih di pengadilan perdata. 

Di sisi lain, dari sudut pandang disiplin dan kode etik Polri, keterlibatan dalam judi online merupakan pelanggaran berat yang dapat berujung pada sanksi disiplin, sanksi etik, bahkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), terlepas dari ada atau tidaknya utang yang terjadi. Hal ini menunjukkan komitmen Polri untuk menjaga integritas institusi dan personelnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang “Analisis Perikatan Judi  Online Oleh Anggota Kepolisian Berdasarkan KUHPerdata Dan Peraturan Disiplin Polri”.

Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

Bagaimana pengaturan  hukum perikatan perjudian online oleh anggota kepolisian?

Bagaimana penegakan hukum terhadap oknum polisi yang teerlibat perikatan dalam   judi  online ?

Bagaimana hambatan Kepolisian dalam penanggulangan judi  online terhadap anggotanya?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaturan  hukum perikatan perjudian online oleh anggota kepolisian

Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap oknum polisi yang teerlibat perikatan dalam   judi  online
Untuk mengetahui hambatan Kepolisian dalam penanggulangan judi  online terhadap anggotanya

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : 

Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum perdata

Secara praktis:

Bermanfaat kepada masyarakat umum khususnya kepada masyarakat mengenai pesatnya perkembangan perjudian di dunia maya yang akan ditinjau dari faktor atau latar belakang yang mendorong seseorang sehingga melakukan judi  online tersebut serta usaha yang dilakukan untuk menanggulanginya

Mengungkapkan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan serta alternatif solusi permasalahan tersebut
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